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Kepada Yang Terhormat
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Dengan Hormat,

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan
Mekanisme Nasional untuk pemenuhan, perlindungan, serta promosi mengenai Hak Asasi
Perempuan di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI
N0.181/1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) Rl No. 65/2005. Salah satu mandat Komnas
Perempuan adalah Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan
pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta
penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang
mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

Sepanjang bulan Maret hingga Desember 2020, Komnas Perempuan telah mengembangkan
sejumlah rangkaian kajian antara lain (1) Survei Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah
Tangga Selama Covid-19; (2) Situasi Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dan
Perempuan Pembela HAM Di Masa Pandemik Covid-19, dan (3) Kompilasi seluruh hasil
kajian, termasuk 6 klaster yang mencakup aspek keamanan, aspek jaminan sosial, aspek
kesehatan, aspek sosial ekonomi, aspek ketenagakerjaan, dan aspek sosial kemasyarakatan,
dan 4) Penyusunan Policy Brief untuk memberikan rekomendasi kepada para pemangku
kepentingan.

Dua kajian awal telah diselesaikan dan disampaikan ke publik sementera untuk kajian dampak
Covid dari berbagai sektor akan didiseminasikan pada Hari HAM Internasional pada 10
Desember. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengundang teman-teman media untuk hadir
dalam kegiatan ini yang akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020

Waktu : 09.00- 13.00 WIB

Pertemuan Daring  : https://bit.ly/launchingHasilKajianKP2020
Meeting ID: 921 4668 0650

Kami lampirkan juga Kerangka Acuan dan Hasil Kajian Implementasi Kebijakan PSBB dan
dampaknya pada Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan sebagai rujukan pelaksanaan
acara.

JI. Latuharhari 4B, Jakarta 10310-INDONESIA Tel.: 62-21-390 3963, Fax.: 62-21-390 3922 Email nail@komnasperempuan.go.id Website: www.komnasperempuan.go.id
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Demikian surat ini kami sampaikan. Untuk koordinasi selanjutnya kami bisa dihubungi
melalui Komnas Perempuan Via Telepon di 021 3903963 atau Via HP Divisi Parmas, Chris
Poerba di 0857-7109-5658 Untuk perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak

terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua Tim Kajian COVID-19

J1. Latuharhari 4B, Jakarta 10310-INDONESIA Tel.: 62-21-390 3963, Fax.: 62-21-390 3922 Email: mail@komnasperempuan.go.id Website: www.komnasperempuan.go.id
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Kerangka Acuan Kegiatan
Peluncuran dan Diseminasi Hasil Kajian:
Implementasi Kebijakan PSBB dan Dampaknya Pada
Hak Konstitusional Perempuan
Jakarta, 10 Desember 2020

A. Latar Belakang

Kajian terkait dinamika kehidupan masyarakat dan negara di Indonesia selama masa
pandemik Covid dilakukan Komnas Perempuan sebagai respon terhadap pernyataan Covid
19 sebagai pandemik, dengan penyebarannya yang cukup masif serta dampaknya terhadap
msayarakat dan negara. Hal ini juga termasuk pemberlakukan kebijakan dalam pencegahan
dan penanganannya. Dalam perkembangannya, Komnas Perempuan melaksanakan
serangkaian kajian antara lain (1) Survei dinamika perubahan di dalam rumah tangga selama
Covid-19; (2) Situasi Layanan bagi perempuan korban kekerasan dan perempuan pembela
HAM di masa pandemik Covid-19, dan (3) Diskusi Kelompok Terarah pada 6 klaster yang
mencakup aspek keamanan, aspek jaminan sosial, aspek kesehatan, aspek sosial ekonomi,
aspek ketenagakerjaan, dan aspek sosial kemasyarakatan dengan multi-stakeholder, dan 4)
Kerjasama kajian antara Komnas Perempuan dan Lemhannas terkait implementasi kebijakan
kekerasan perempuan di masa Covid.

Lebih lanjut, hasil kajian dan diskusi terarah tersebut dikompilasi dan dianalisis menjadi satu
laporan kajian yang komprehensif dalam memotret kebijakan pembatasan sosial berskala
besar dan dampaknya pada hak konstitusional perempuan. Sintesis kajian yang komprehensif
tersebut diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi Komnas Perempuan kepada
Pemerintah dalam perumusan kebijakan yang memberikan pemenuhan terhadap hak-hak
asasi perempuan dan keterlibatan perempuan sekaligus penerima manfaat yang setara dalam
pencegahan dan penangangan pandemik covid 19. Karenanya, Komnas Perempuan merasa
penting untuk melakukan peluncuran dan diseminasi hasil kajian yang telah dikembangkan
ini, guna memajukan pemenuhan hak konstitusional perempuan serta demi terlembagakannya
pengetahuan dari perempuan.

B. Tujuan

1) Memaparkan hasil kajian kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan dampaknya
pada hak konstitusional perempuan;

2) Meluncurkan hasil kajian implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan
dampaknya pada hak konstitusional perempuan

3) Mendiseminasi pengetahuan dari hasil kajian yang telah dikembangkan, guna
memajukan pemenuhan hak konstitusional perempuan serta demi terlembagakannya
pengetahuan dari perempuan.

C. Hasil

Hasil yang diharapkan dalam peluncuran hasil kajian dan diseminasi pengetahuan ini sebagai
berikut
1) Hasil Kajian kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan dampaknya pada hak
konstitusional perempuan



2) Hasil kajian terdiseminasi ke publik sebagai bagian dari penyebarluasan pengetahuan

ke publik

3) Adanya tanggapan terhadap hasil kajian yang diluncurkan serta pengembangan
program jangka pendek, menengah dan panjang bersama ke depan baik masyarakat dan
negara sebagai rekomendasi hasil kajian dalam pemenuhan hak konstitusional

perempuan

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pertemuan Penerbitan Hasil Kajian ini akan dilaksanakan pada sebagai berikut

Hari/Tanggal
Waktu

Pertemuan daring

: Kamis, 10 Desember 2020
: 09.00-13.00 WIB

. https://bit.ly/launchingHasilKajianKP2020

Meeting ID: 921 4668 0650

E. Agenda
Waktu Acara Pembicara
08.30 — 09.00 Registrasi dan Pre- Event Panitia
09.00 — 09.05 Lagu Indonesia Raya Seluruh Peserta
09.10 - 09.20 Sambutan dan Pembukaan Ketua Komnas Perempuan - Andy
Komnas Perempuan Yentriyani
09.25 - 09.35 Sambutan Kedutaan Besar Deputy Head of Mission at the
Australia di Indonesia Australian Embassy - Allaster Cox
Indonesia
09.40 — 10.05 Pidato Kunci Kementerian Menteri Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rl - Dr. (H.C.)
Pembangunan Nasional RI Ir. H. Suharso Monoarfa
10.05-10.35 Pemaparan Laporan Kajian Tim Kajian Covid-19:
Komnas Perempuan “PSBB dan Maria Ulfah Anshor
Dampaknya terhadap Hak Dati Fatimah
Konstitusional Perempuan”
10.40-11.10 Tanggapan dari Peserta Validasi Para Penanggap:
1) Deputi Perlindungan Hak
Perempuan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI - Prof. dr.




Waktu

Acara

Pembicara

Vennetia Ryckerens Danes, M.S.,
Ph.D.

2) Direktur Hukum dan Regulasi
Bappenas RI - Prahesti
Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM

3) Akademisi, Prof. Dr. Meiwita
Paulina Budiharsana, MPA., Ph.D

4) Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 — Letnan
Jenderal TNI Doni Monardo

Moderator:
Satyawanti Mashudi

11.15-1250 | Tanggapan Peserta Aktif dan Moderator:
Tanya Jawab Satyawanti Mashudi
12.50 - 13.00 Penutup Wakil Ketua Komnas Perempuan —

Olivia Salampessy

F. Penyelenggara Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Kaji Covid-19, Komnas Perempuan. Koordinasi lebih
lanjut dapat menghubungi staff Komnas Perempuan, Sdri. Chris Purba di Telp: 021-3903963

atau HP:

G. Penutup

Demikian kerangka acuan validasi meeting draft laporan kajian: PSBB dan Dampaknya pada
hak konstitusional perempuan ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.




